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KATA PENGANTAR

idup bersama dalam damai dan saling hormat barang

kali saat ini telah menjadi barang yang sangat mewah.
Di tengah kehidupan sosial keagamaan yang seringkali
dibalut rasa curiga dan benci, pesan-pesan kemuliaan agama
mungkin seperti lukisan indah yang hampir setiap orang
memujanya namun menjadi robek-terkoyak karena setiap
orang ingin memilikinya seorang diri. Tidak semua orang
memiliki kesanggupan untuk berbagi dengan orang lain
sekalipun mungkin mereka mendamba kehidupan sosial
yang penuh kedamaian.

Agama tidak melulu soal dimensi batin. Jika agama hanya
tentang ketundukan batiniah kepada sang Khaliq, mungkin
tidak ada kisah di mana manusia beragama terlibat dalam
perselisihan antara satu dengan lainnya. Namun, agama
juga memiliki dimensi lahir, baik dalam wujud simbol-
simbol maupun persekutuan jamaah. Di titik inilah, agama
masuk ke dalam kehidupan sosial sebagaimana manusia
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itu sendiri yang tidak hanya makhluk individual, tapi juga
sosial. Dalam wilayah kehidupan sosial ini, komunitas satu
agama berjumpa dengan komunitas agama lain. Layaknya
dalam kehidupan sosial, kepentingan individu maupun
kelompok agama tertentu seringkali menjadi dorongan yang
lebih dominan daripada hasrat untuk membangun kebaikan
bersama (common good/al-masiahah al-ammah).

Di sini, masalahnya bukan terletak pada keyakinan
pemeluk sebuah agama atas kebenaran agamanya. Masalahnya
adalah bahwa passion yang sangat kuat terhadap agama, jika
tidak dibarengi dengan rasa rendah hati, mudah dimanipulasi
oleh impuls-impuls rendah sehingga menggelincirkan
seseorang pada sikap kehilangan rasa hormat dan pengakuan
atas keberadaan keyakinan yang dipeluk orang lain. Sejarah
telah banyak membuktikan bahwa agama tidak hanya
mendorong orang untuk membangun peradaban dan
menebar kasih sayang, namun juga perang dan pemusnahan
yang penuh tangis dan darah. Motif-motif rendah manusia
jika dibalut dengan sentimen agama, seringkali menghasilkan
prahara kemanusiaan yang sangat tragis.

Allah swt sendiri sesungguhnya telah memberi formula
kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan. Allah
menyatakan dengan sangat jelas bahwa Dia sendirilah
yang menciptakan manusia yang beraneka ragam. Surah
al-Hujurat ayat 13 barangkali adalah salah satu ayat yang
paling banyak dihafal. Di sini, Allah secara tegas berfirman:
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< a}/// Pl

5 Ay KA, K A 0TS

| Ahmad Zainul Hamdi & Muktafi



“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan
kamu laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu
saling mengenal. Sunggub, yang paling mulia di antara
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.”
(Al-Hujurat 13)

Allah sendirilah yang menciptakan kebhinnekaan ini. Dia
sendirilah yang menghendakinya. Fakta keragaman manusia
bukan karena Allah tak mampu membuatnya menjadi satu,
namun begitulah yang dikehendaki-Nya. Apakah Allah tidak
sanggup membuat seluruh hamba-Nya beriman kepada-Nya?
Allah tegas menjawabnya dalam surah Yunus 99:

/1//G¢/,}&} ’/"1. ///‘//,: ~ <,
>q 9A AR P fl}’}
s 1955 G SO SS

“Dan jikalaw Tubanmu menghendaki, tentulah beriman
semua orang yang di muka bumi selurubnya. Maka apakah
kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi
orang-orang yang beriman semuanya?” (Yunus 99)

Senada dengan ayat di atas, di bagian lain, Allah juga
menyatakan bahwa setiap kaum memiliki jalan dan caranya
sendiri-sendiri. Seluruh perbedaan yang ada ini diciptakan
bukan tanpa tujuan, tapi justru menjadi sarana untuk
mencapai kebaikan. Sebagaimana firman-Nya:

. /‘/},/’ v Lo - {:4‘ A gor X 3T KA e

¢ u<3 ; ! SN

3 M NJ 9 oAy Ae = 4l & 9
Lo

=z - s TS A T _,-= ’}.. :o,/ A

e ;.’.Z_szit-fﬁis\ J\bg;)‘.. 1_,,&.:&.‘.»\9’ ‘:‘:—K

Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia | §



“Untuk tiap-tiap wmat di antara kamu, Kami berikan
aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki,
niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi
Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya
kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.”
(Al-Ma'idah 48)

Jelaslah bahwa Allah menjadikan keragaman ini sebagai
“washilah” bagi umat manusia untuk meraih kebaikan.
Kebaikan tidak bisa diraih dengan cara mengolok dan
merendahkan orang lain. Kebaikan hanya mungkin dicapai
jika kita mengakui keberadaan orang lain dengan capaian-
capaiannya. Inilah yang dikehendaki Allah dengan mencipta
keragaman. Tapi, betapa seringnya capaian/prestasi orang
lain tidak membuat kita tertantang untuk fastabiq al-
khairat (berlomba-lomba berbuat kebajikan), namun justru
melahirkan kedengkian yang kemudian mendorong kita
melakukan perendahan, penghinaan, bahkan penghancuran
kelompok lain. Ironisnya, tindakan-tindakan rendah ini
tidak jarang justru dibalut dengan simbol-simbol agama
seakan Allah-lah yang menyuruh seluruh tindakan kekerasan
dan penghancuran ini. Padahal, dalam surat al-Hujurat,

Allah telah berfirman:
N Ak IO B AN R L A R (R i %1
(550 N2 o3 oa 08 S50 ¥ 12K Sl G

e S A % o ia Ze
G Ba sl
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu
kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi
mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mercka (yang
mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan
(mengolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi
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perempuan (yang diolok-olok) lebih baik dari perempuan
(yang mengolok-olok).” (Al-Hujurar 11)

Bahkan, ketika Allah menggaransi bahwa hanya Islam-
lah agama yang diakui oleh-Nya, Dia tetap mewanti-
wanti agar keyakinan mutlak kita terhadap Islam ini tidak
menggelincirkan kita untuk melakukan tindakan pemaksaan
keyakinan terhadap orang lain. Kredo kebebasan beragama
telah dinyatakan secara jelas oleh Allah dalam surah al-
Baqarah ayat 256:

o3 ;\5\g N

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama” (Al-
Baqarah 256)

Jadi, jelaslah bahwa yang diinginkan Allah terahadap
umat Islam adalah menciptakan sebuah kehidupan yang
penuh kedamaian di muka bumi. Kebhinnekaan yang ada
di dunia, termasuk kebhinnekaan dalam keyakinan, adalah
sunnatullah yang tidak bisa diingkari. Agama, seyakin apapun
kita dan sekuat apapun kita memeluknya, tidak seharusnya
menjadi alasan untuk saling menghinakan dan berbaku
hantam. Sebaliknya, agama seharusnya menjadi energi
positif dalam membangun peradaban bumi, di mana setiap
orang atau kelompok hidup bersama dalam damai (peaceful
coexistence).

Sebagai seorang Muslim, saya percaya bahwa Islam
adalah agama perdamaian sebagaimana makna generik dari
kata ‘al-Islam’ itu sendiri. Dengan makna seperti ini, Islam
kaffah berarti sebuah perdamaian total. Prinsip nirkekerasan
adalah fondasi dalam membangun hubungan dengan orang
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atau kelompok lain. Dari sinilah lahir berbagai tindakan
yang mendamaikan, misalnya, dialog antar-pemeluk agama,
rekonsiliasi, dan toleransi. Tindakan-tindakan ini tidak hanya
merupakan kewajiban sosial, tapi juga misi kemanusiaan
terdalam yang seharusnya ditunaikan oleh umat Islam.

Dengan apa yang sudah saya uraikan di atas, saya sangat
gembira dengan terbitnya buku ini. Buku ini memberi angin
segar di saat banyak orang menjadikan agama sebagai dalih
dalam melakukan kekerasan. Perdamaian hanya mungkin
diwujudkan jika sejak awal kita sanggup mengakui adanya
keragaman. Pengakuan akan keragaman ini akan menuntun
setiap orang untuk saling membuka diri dan berdialog.
Tanpa pertemuan dan dialog, yang ada hanya kecurigaan.
Melalui dialog, orang akan memahami satu sama lain.
Buku ini seperti mendaraskan kembali peribahasa lama
yang banyak dikenal orang tapi sering diilupakan makna
terdalamnya: “Tak kenal maka tak sayang”.

Sebagai sebuah karya yang dirancang menjadi hadiah
ulang tahun Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN
Sunan Ampel Surabaya yang ke-50, buku ini barangkali
adalah kado terindah bagi kami. Sekalipun demikian, saya
berharap, buku ini juga menjadi kado terindah bagi siapa
saja yang mendambakan kehidupan sosial-keagamaan yang
penuh damai. Tidak ada ungkapan terakhir yang ingin saya
sampaikan kecuali: “Selamat membaca!”[]

Surabaya, Juli 2016

Dr. Muhid, M. Ag
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EPILOG

Teologi Supremasis, Civil Society, dan
Kebebasan Beragama

Ahmad Zainul Hamdi

Kitika semua orang berharap ketegasan negara terhadap
elompok jihadis (teroris) bisa merembet pada sikap
tegas terhadap para vigilante pelaku kekerasan agama, kisah
yang kita dengar agak mengecewakan. Berbagai laporan
tentang kekerasan agama dan pelanggaran HAM dalam
isu-isu keagamaan menunjukkan bahwa kita sedang berada
dalam situasi kehidupan keagamaan yang memprihatinkan.
Ironi dari semua kisah kelam ini adalah sikap negara. Ketika
indeks demokrasi politik Indonesia semakin baik, kualitas
pluralisme tidak menunjukkan perbandingan yang setara,
bahkan dalam beberapa hal semakin buruk. Semakin tampak
ironis karena salah satu aktor penting dari berbagai kekerasan
dan pelanggaran HAM tersebut adalah negara, baik secara

langsung (by commission) maupun pembiaran (by omission).
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Pragmatisme politik dan motif ekonomi memang bisa diacu
sebagai faktor yang mendorong di balik sikap aktor-aktor
negara tersebut. Namun, ideologi keagamaan tertentu yang
dianut oleh seseorang (termasuk pejabat negara), juga bisa
menjadi motif penting di balik sikap dan kebijakan yang
diambil dalam masalah ini.

Jika saat ini kita melihat dengan jelas berbagai tindakan
yang melawan dan merusak pluralisme, maka permusuhan
terhadap pluralisme itu telah dikumandangkan dengan
lantang oleh MUI pada tahun 2005 ketika lembaga ulama
yang disponsori pemerintah itu mengeluarkan fatwa sesatnya
pluralisme. Segera fatwa itu diikuti oleh berbagai tindakan
kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang difatwa sesat
oleh MUI, misalnya penghancuran masjid dan kekerasan
terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Parung Bogor dan
komunitas JIL di Utan Kayu. Pejabat pemerintah diam dan
aparat keamanan yang seharusnya melindungi korban, justru
“terlibat” dalam aksi kekerasan tersebut. Kelompok radikal
mendapatkan pembenaran secara teologis dan perlindungan
secara politis. Modus operandi seperti itulah yang hingga
kini terus-menerus kita lihat.

Teologi Supremasis dan Hancurnya Pluralisme

Dalam sebuah tulisan yang ditulis pasca-Persitiwa 11
September, The Place of Tolerance in Islam," Khaled Abou
el-Fadhl menyatakan bahwa terorisme sesungguhnya adalah
masalah kemanusiaan universal. Korban terorisme mengena
siapa saja yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi kaum

1 El Fadl, Khaled Abou El Fadl, Cita dan Fakta Toleransi Islam: Puritanisme
versus Pluralisme, ter. Heru Prasetia (Bandung: Arasy, 2003).
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teroris, tidak peduli apakah korban itu seagama dengannya
atau tidak. Terlihat jelas di sini bahwa terorisme tidak hanya
membahayakan non-Muslim, tapi juga umat Islam sendiri.

Menurut Abou el-Fadhl, potensi bahaya tersebut sudah
tertancap dalam psiko-teologi mereka. Para jihadis ini
meyakini dirinya sebagai kelompok orang beriman yang
memiliki kebajikan tertentu yang membedakan mereka
dengan penganut keyakinan lain. Sifat supremasi teologi
mereka ini sangat membahayakan karena memiliki muatan
dominasi kultural dan politik yang sangat kuat. Kelompok ini
tidak hanya puas dengan keleluasaan untuk hidup menurut
nilai-nilai keyakinannya sendiri, tapi mereka juga memiliki
ketidakpuasan aktif terhadap cara hidup yang dimiliki
orang lain. Akibatnya, mereka tidak hanya berupaya untuk
mengembangkan dirinya sendiri, tapi secara agresif berupaya
untuk melemahkan, mendominasi, dan menghancurkan
kelompok lain. Siapa saja yang hidup di luar nilai-nilai yang
diyakininya dianggap sebagai melawan Tuhan dan oleh
karena itu, harus dilawan dan diperangi.

Dari rahim teologi supremasis inilah lahir berbagai
aksi teror. Saya ingin nyatakan di sini bahwa tindakan
teror bersenjata hanyalah salah satu perwujudan dari range
teror yang mungkin dilakukan oleh orang-orang dengan
teologi supremasis ini. Wujud aksi teror yang lain adalah
penyerangan secara verbal dan berbagai aksi kekerasan,
sekalipun tidak dengan menggunakan bom, terhadap
kelompok lain yang bertujuan untuk menghancurkan dan
merendahkan. Inti dari tindakan teror adalah merendahkan
dan menghancurkan kemanusiaan.

Mereka yang suka menyerang kelompok lain dengan
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kata-kata kasar yang merendahkan serta yang suka
membubarkan acara-acara kelompok yang tidak disetujuinya
sesungguhnya berasal dari rahim teologi yang sama dengan
para jihadis pengebom. Mereka adalah kalangan ekstremis
yang memperlakukan Islam sebagai warisan ideal masa lalu
yang tertutup, yang harus diaplikasikan pada saat ini dalam
bentuknya yang utuh. Teologi keislaman inilah yang sering
mereka banggakan dengan slogan Islam kaffah.

Dalam Beyond Interpretation,* Amina Wadud menyatakan
bahwa tafsir kelompok ekstremis dan aksi yang dihasilkannya
tidak hanya membahayakan komunitas non-Muslim, tapi
juga merusak umat islam sendiri. Sebagai seorang feminis,
Amina mengamati secara jeli bahwa di dalam masyarakat
Muslim, perempuan selalu menjadi korban utama dari
tafsir keislaman dan berbagai tindakan kelompok Muslim
ekstremis tersebut. Tidak hanya orang-orang non-Muslim
yang direndahkan dengan berbagai tindakan teror, tapi
juga perempuan-perempuan Muslim. Ini selalu menjadi
gambaran konstan dari praktek yang muncul dari kelompok
otoritarian yang dihasilkan dari teologi supremasis.

Sesungguhnya, penghakiman keyakinan selalu bersifat
problematik. Tidak pernah ada pendasaran yang fixed
terhadap setiap upaya penghakiman atas keyakinan seseorang
atau kelompok. Penyesatan keyakinan kelompok lain selalu
mengandaikan bahwa pihak yang menghakimi memiliki
standar yang jelas dan pasti yang disepakati oleh kedua belah
pihak sebagai sebuah kriteria kebenaran. Kenyataannya, hal
ini tidak mungkin ada karena setiap tindakan pemahaman

2 Amina Wadud: “Beyond Interpretation: A Response to The Place of
Tolerance in Islam,” 2002.
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atas sebuah ajaran agama sesungguhnya selalu berada dalam
wilayah tafsir.

Kenyataan ini memiliki dua konsekuensi. Pertama,
tidak pernah ada satu pun pemahaman tunggal atas kitab
suci sebagai sumber ajaran sekalipun ia dipercayai memiliki
kebenaran mutlak. Misalnya, orang Islam meyakini secara
pasti bahwa al-Qur’an adalah kitab suci yang kebenarannya
dijamin secara pasti, tapi sejarah intelektual Islam mencatat
sekian banyak tafsir atas al-Qur’an. Dari sini, kita akan
melangkah pada konsekuensi kedua, tidak ada satu pun tafsir
atau pemahaman atas ajaran agama yang berhak menjadi
standar utama yang kemudian menghakimi pemahaman-
pemahaman yang lain.

Jika konsep wushul (ajaran pokok) dan furu’ (ajaran cabang)
dijadikan sebagai standar dan ini disepakati bersama, maka
ini juga tetap problematik tentang di mana batasan ushul
dan furu’. Perselisihan antara Sunni dan Syi’ah yang sebegitu
memisahkan umat Islam dan telah banyak menumpahkan
darah, apakah betul masalahnya ushul? Bisa dikatakan bahwa
ajaran yang memisahkan kaum Sunni dan Syi’ah hanya
masalah 7mamah (kepemimpinan).

Jika konsep qath’iy al- dalalah (sesuatu yang sudah secara
eksplisit ditetapkan oleh Tuhan dalam al-Qur’an maupun
diterangkan oleh Nabi dan haditsnya) menjadi standar untuk
menghakimi kelompok lain, maka seluruh tafsir alegoris dan
kontekstual yang lebih melihat substansi teks daripada bunyi
teks akan dianggap dianggap sebagai sesat. Dan jika ini yang
terjadi, maka banyak aliran teologi Islam yang tertolak karena
perdebatan teologi Islam sangat kaya dengan penafsiran
alegoris atas ayat-ayat Qur’an, terutama terkait dengan ayat-
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ayat yang menjelaskan ketubuhan Tuhan. Tidak hanya itu,
keputusan Umar ibn Khattab yang tidak memotong tangan
pencuri dan menolak memberi zakat pada muallaf (orang
yang baru masuk Islam) dengan pertimbangan tertentu bisa
dianggap sesat karena bertentangan dengan bunyi teks al-
Qur’an (gathiy al-dilalah).

Kurang lebih, seperti itulah gambaran problemnya.
Poinnya adalah masalah tafsir yang tetap terbuka untuk
dipersoalkan dan tidak akan bisa merangkum umat Islam
berada dalam satu kata, seobsesif apa pun kita dengan istilah
“satu Islam”. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mengadili
sebuah ajaran sebagai sesat jika faktanya ada sekian tafsir
dan pemahaman atas Islam. Setiap pemahaman keagamaan
selalu bersifat perspektifis sehingga tidak bisa dijadikan dasar
untuk menghakimi pemahaman keagamaan yang berbeda.
Akan tetapi, justru tindakan problematik inilah yang saat ini
secara terang-terangan dan terus-menerus dipertontonkan.
Kalangan keagamaan radikal yang berambisi untuk menjadi
“tuhan” pada akhirnya harus berhadapan dengan fakta
keragaman ini. Mengingkarinya hanya akan berujung pada
tindakan kekerasan atas kelompok lain.

Klaim-klaim teologis yang dipakai untuk menghakimi
keyakinan orang atau kelompok lain sering bersifat politis.
Dalam arti bahwa ini adalah sebuah pertarungan kelompok
yang sedang berebut sumber-sumber kekuasaan, di mana
Tuhan dijadikan sebagai dalih. Setiap dalil yang diajukan
oleh satu kelompok akan ditolak oleh kelompok lain karena
memang standar kebenarannya berbeda. Dan kelompok
yang ditolak standarnya tidak memiliki hak paksa kecuali
atas orang yang mengakui standar kebenarannya. Jadi,
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sebetulnya yang terjadi adalah bahwa seluruh penghakiman
atas kelompok lain tidak lebih sebagai upaya untuk soliditas
internal dengan cara mendelegitimasi kelompok lain yang
dianggap secara politis mengancam, lepas upaya delegitimasi
tersebut diterima atau tidak.

Civil Society, Demokratisasi dan Kebebasan Beraga-
ma

Mengawali bagian ini saya ingin berangkat dari
pemahaman secara umum tentang civil sociery. Civil society
dapat dipahami sebagai masyarakat (warga negara) yang
mampu merumuskan hak dan kewajibannya secara mandiri
dan bertanggung jawab; Memiliki kemampuan untuk
mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan publik
serta mengekspresikannya dalam langkah-langkah nyata.
Untuk mewujudkan kondisi tersebut dibutuhkan adanya
kultur toleran, kritis dan terbuka.

Pengertian di atas secara jelas memperlihatkan bahwa
kultur toleran, kritis, dan terbuka menjadi bagian integral
dari konsep civil society. Kalau kita berbicara tentang
kebebasan beragama dan berkeyakinan, bangunan civil society
yang kokoh akan dengan sendirinya melindungi kebebasan
setiap individu dan kelompok untuk memilih keyakinan dan
agamanya. Pengingkaran atas kebebasan individu dengan
sendirinya mencederai konsep dan praktik czvil sociery.

Inti dari konsep civil society adalah penolakan terhadap
segala jenis otoritarianisme dan totalitarianisme. Wujudnya
adalah berbagi kekuasaan di mana rakyat terlibat di dalamnya
sehingga tidak ada peluang adanya dominasi dan hegemoni.
Oleh karena itu, konsep civil society memiliki kaitan yang
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sangat erat dengan konsep demokrasi dan hak asasi manusia.
Keterkaitan civil society dengan demokrasi, misalnya, bisa
dilihat pada salah satu fase penting yang melahirkan konsep
civil society, yaitu Revolusi Prancis yang ditandai dengan
tergulingnya kekuasaan raja, diakuinya hak-hak rakyat, serta
pengakuan terhadap kebebasan individu.

Negara tidak dipandang sebagai pengejawantahan roh
absolut dinamika sejarah manusia sebagaimana yang diyakini
Hegel, namun ia merupakan entitas di luar masyarakat, di
mana keduanya memiliki kepentingannya sendiri-sendiri.
Untuk menghilangkan absolutisme kekuasaan negara,
masyarakat harus berdaya dan kritis serta mampu menawar
negara. Masyarakat seperti inilah yang diidealkan dengan
konsep civil society. Hal ini dengan sendirinya menjelaskan
kaitan antara cvil society dengan demokrasi karena hanya
di dalam masyarakat tersebutlah demokrasi tumbuh dan
berkembang dengan baik. Dari sini menyadarkan kita bahwa
demokrasi tidak semata-mata suara mayoritas, tapi juga
pengakuan dan pemenuhan atas hak asasi manusia.

Civil society dapat mengejawantah dalam asosiasi-
asosiasi di ruang publik yang berinti pada kesukarelaan dan
kemandirian yang memungkinkan untuk selalu melakukan
tawar menawar dengan kekuasaan negara.> Menurut Putnam,
perwujudan c7vil society adalah asosiasi atau organisasi yang
muncul secara sukarela, mandiri, rasional, dan partisipatif
mengenai segala hal yang berkaitan dengan persoalan

3 Sebagai sebuah asosiasi, civil society harus dibedakan dari political society
(organisasi politik, partai atau patlemen) dan economic society (perusahaan, korporasi
bisnis, atau organisasi yang bergerak di bidang produksi dan distribusi). Lihat Jean
L. Cohen dan Andre Arato, Civil Society and Political Theory (Cambridge, MA:
MIT Press, 1993).
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masyarakat.” Sifat-sifat ini menunjukkan, selain dipandang
memiliki kapasitas sebagai penyeimbang bagi kecenderungan
dominatif dan intervensionis negara, civil society juga
dinilai mampu melahirkan kekuatan kritis-reflektif dalam
masyarakat.’

Civil society memuat beberapa ciri sebagai berikut:
Pertama, civil society merupakan suatu bentuk dari organisasi
kemasyarakatan yang memungkinkan setiap individu
mengaktualisasikan aspirasi politiknya tanpa ada intervensi
dari pihak luar. Kedua, bebas dari kontrol berlebihan terhadap
individu serta pembatasan otonomi moral. Dengan kata lain,
civil society tidak memberi toleransi terhadap otoritarianisme,
anarkisme, tirani, dan bentuk-bentuk kekerasan lain. Keziga,
selalu menerima dan mengizinkan keragaman atau pluralitas.
Keempat, keanggotaan seseorang dalam kelompok-kelompok
sosial bersifat sukarela (voluntary).®

Tidak berlebihan jika civil sociery kemudian dipandang
sebagai jembatan ke arah kondisi kebebasan (condition of
liberty). Kebebasan di sini memiliki dua wajah: kebebasan
dari (/iberty from) segala dominasi dan hegemoni kekuasaan,
dan kebebasan untuk (/iberty for) berpartisipasi dalam
berbagai proses kemasyarakatan secara sukarela dan rasional.

Ketika konsep c7vil society dilahirkan untuk melindungi
hak-hak individu dari dominasi otoritarianisme negara,
maka konsep civil society menuntut negara untuk menjamin
setiap warganya bebas memeluk agama yang diyakininya.

4 Robert D. Putnam, dkk., Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern
Italy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993).

5 Hendro Prasetyo, dkk., Islam ¢ Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan PPIM-IAIN Jakarta, 2002).

6 Rumadi, Postradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas

NU (Jakarta: Diktis DEPAG RI, 2007), 274-275.
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Negara tidak memiliki kewenangan untuk menjadi hakim
agama yang mengadili iman seseorang sebagai sesat atau
benar. Kewenangan negara hanya menjaga agar relasi
elemen-elemen masyarakat terjaga dengan baik tanpa ada
pelanggaran. Pelanggaran hak inilah yang menjadi cakupan
kewenangan negara untuk bertindak, bukan menghakimi
keimanan seseorang.

Dalam konteks ini penting untuk diuraikan tentang
konsep ruang publik dan ruang domestik untuk melihat
di mana posisi agama dan di mana wilayah kekuasaan
negara. Ruang publik adalah ruang di mana setiap orang
tanpa melihat agama, suku, ras, maupun golongan dapat
melakukan kontestasi secara bebas dan terbuka. Kata kunci
di sini adalah kesetaraan dan kesamaan pola relasi masing-
masing pihak yang terlibat dalam kontestasi tersebut. Dalam
konteks politik, ruang publik dapat dipahami sebagai ruang
untuk warga negara, yakni individu bukan sebagai anggota
ras, agama atau etnis, tapi sebagai anggota politis atau
rakyat. Di wilayah inilah kewenangan negara beroperasi,
yaitu menjadi hakim impartial yang mengatur lintasan relasi
dan kontestasi masing-masing individu dan memberi sanksi
terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap
aturan main dan hak pihak lain.

Sementara, ruang privat adalah ruang di mana seseorang
bisa hidup dalam dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak
lain. Wilayah ini merupakan wilayah independen di mana
seseorang bisa secara bebas melakukan pilihan-pilihan atas
segala sesuatu sehingga individu dimungkinkan untuk
mengembangkan dan menyempurnakan dirinya tanpa
campur tangan institusi luar. Dalam konteks kebebasan
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berkeyakinan, di sinilah tempat agama. Nilai-nilai moral dan
religius memperoleh tempat sepenuhnya di sini. Konsep-
konsep seperti makna hidup, keyakinan religius, pandangan
hidup, dsb. adalah hal-hal yang harus dikembalikan kepada
keputusan individu secara bebas.” Negara seharusnya
mampu menjaga batas-batas masing-masing ruang secara
proporsional. Otoritarianisme terjadi karena ekspansi
ruang privat ke ruang publik. Yang terjadi kemudian adalah
privatisasi negara. Negara yang secharusnya menjadi milik
semua orang berubah menjadi milik sekelompok orang
dengan kewenangan sebagaimana yang dimiliki negara.
Inilah sketsa wajah kekerasan berbasis agama yang
marak saat ini. Sekelompok orang yang memiliki keyakinan
keagamaan tertentu merasa memiliki kewenangan sebagai
aparatus negara untuk kemudian melakukan tindakan-
tindakan koersif terhadap kelompok lain yang berbeda. Ini
semakin runyam ketika negara yang semestinya menjaga
imparsialitas ruang publik juga larut dalam tekanan kelompok
tertentu. Hal ini tidak hanya menjungkirbalikkan konsep
ruang publik dan ruang privat, tapi juga menjadikan negara
tidak lagi menjadi wasit netral yang mengatur secara fair
relasi dan kontestasi warganya. Tinggal butuh selangkah lagi
negara seperti ini akan memasuki gerbang otoritarianisme.
Jungkir balik konsep ruang yang berujung pada
otoritariansme ini juga bisa dijelaskan dengan menggunakan
dua model otoritas: otoritas koersif dan otoritas persuasif.
Otoritas koersif adalah otoritas yang memiliki kemampuan
untuk memaksa orang lain di mana ketidaktaatan bisa dikenai
sanksi atau hukuman. Otoritas ini melekat pada aparatus

7Ibid., 283-284.
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negara (state aparatus). Sedang otoritas persuasif adalah
otoritas yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan
tindakan dan keyakinan pihak lain atas dasar kepercayaan.
Otoritas ini bisanya melekat pada seorang ahli dalam bidang
tertentu yang ada di level sociezy (aktor non-negara).

Otoritas koersif yang melekat pada aparatus negara
berfungsi untuk memaksa siapa saja yang memegang otoritas
persuasif untuk bertindak di ruang publik sesuai dengan
rule of the game. Pelanggaran atas rule of the game—yang
berkonsekuensi pada pelanggaran hak orang atau kelompok
lain—mengakibatkan si pelaku terkenai sanksi yang
diberikan oleh aparatus negara. Aktor-aktor non-negara tidak
boleh mengambil kewenangan koersif ini karena mereka
hanya memiliki kewenangan persuasif dalam proses relasi
dan kontestasi di ruang publik.

Tumbangnya rejim otoriter Orde Baru sesungguhnya
adalah buah dari menguatnya civil society dan gerakan
demokratisasi di penghujung kekuasaan Orde baru.® Gerakan
ini akhirnya berhasil menumbangkan kekuasaan Socharto.
Semua orang seakan sedang memasuki lembar sejarah baru,
sebuah tatanan pemerintahan yang demokratis, di mana hak
asasi manusia dijunjung tinggi dan ditegakkan.

Tapi ironisnya, wajah Indonesia tiba-tiba tidak lagi
bisa dikenali. Demokrasi yang digadang-gadang tiba-tiba
terisi oleh berbagai pelanggaran HAM yang kian telanjang.
Kekerasan berbasis agama yang sekian lama hanya kita dengar
dari TV sebagai cerita di negeri-negeri seberang, tiba-tiba
dipertontonkan persis di depan mata kita. Tiba-tiba saja

8 Lihat Robert W. Hefner, Civil Islam (Princeton and Oxford: Princeton
University Press, 2000).
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kelompok-kelompok keyakinan lokal yang sekian lama
damai dengan keyakinannya dianggap sebagai kriminal di
mana kekerasan terhadapnya seakan-akan absah dilakukan.

Ironisnya semua tindak kekerasan ini dipertontonkan
atas nama demokrasi dan agama. Sandaran argumentasinya
ada pada suara mayoritas yang dianggap menjadi inti dari
demobkrasi. Siapa saja yang menyimpang dari mayoritas harus
dipaksa menyingkir. Keyakinan apa saja yang berbeda dari
mainstream dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tiba-tiba
saja, demokrasi menjadi sebangun dengan diktator mayoritas
yang ditegakkan dengan menginjak-injak hak asasi manusia.

Penutup

Secara de jure, Indonesia sesungguhnya adalah negara
yang secara tegas mengakui hak beragama warga negaranya
sebagai nonderogable right. Negara menjamin secara
penuh kebebasan beragama. Jaminan kebebasan beragama
pertama-tama tertera dalam UUD ‘45 pasal 28 ayatl
dan 2. Ayat 1 menyatakan bahwa: ”Setiap orang bebas
memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara
dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Sementara,
ayat 2 menyatakan bahwa: ”Setiap orang berhak atas
kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan
sikap, sesuai dengan hati dan nuraninya”.

Hal tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 29 ayat 1
dan 2. Ayat 1 menyatakan: "Negara berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”. Sementara, ayat 2 menyatakan: "Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
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agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agama dan kepercayaannya itu”.

Jaminan ini juga tercantum dalam UU No. 39 Tahun
1999 tentang HAM. Dalam pasal 22 ditegaskan: (ayat 1)
Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
itu; (ayat 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam UU tersebut ditekankan bahwa kebebasan
beragama adalah hak asasi yang bersifat mutlak. Dalam arti
bahwa kebebasan beragama adalah bentuk hak yang tidak
bisa dikurangi dalam keadaan apa pun. Sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 4: "Hak untuk hidup, hak tidak untuk
disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun dan oleh siapa pun.”Di sana dijelaskan
bahwa: ”Yang dimaksud “dalam keadaan apapun” termasuk
keadaan perang, sengketa beragama, dan atau keadaan
darurat. Yang dimaksud dengan ‘siapa pun” adalah negara,
pemerintah dan anggota masyarakat.”

Jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan juga
menjadi tuntutan internasional sebagaimana tertuang dalam
ICCRP (International Covenant on Civil and Political Rights).
Indonesia sudah meratifikasinya melalui UU No. 12 tahun
2005. Kovenan tersebut menetapkan hak setiap orang atas

9 Cetak tebal dari Penulis.
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kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama serta
perlindungan atas hak-hak tersebut (pasal 18); hak orang
untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak
lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat;
tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau
bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (pasal
27).

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi adalah privatisasi
negara dan pengambilan kewenangan negara oleh kelompok
keagamaan tertentu. Tidak mengherankan jika yang terjadi
kemudian adalah berbagai tindak kekerasan berbasis agama
yang didiamkan oleh negara. Inilah yang sering dituduhkan
oleh banyak kalangan bahwa negara telah kalah.

Negara dituntut untuk melindungi keyakinan warganya.
Tugas negara adalah menjamin terpenuhinya hak warga
negaranya dalam meyakini suatu keyakinan tertentu dan
menjalankan keyakinannya sejauh tidak melanggar hak
orang lain (tidak melakukan tindakan kejahatan). Negara
tidak boleh menjadi alat bagi satu kelompok keyakinan
tertentu untuk melakukan persekusi atas keyakinan orang
lain. Terhadap masalah ini, lima ratus tahun yang lalu,
seorang Protestan Itali yang terpaksa meninggalkan Itali
untuk menghindari inkuisisi, Alberico Gentili (1552-1608)
menulis,

Religion is a matter of the mind and the will, which is
always accompanied by freedom.... Our minds and whatever
belongs to our mind are not affected by any external power
or potentate, and the soul has no master save God only, who
alone can destroy the soul.”’[]

10 “Agama adalah masalah pikiran dan kehendak yang selalu dibarengi dengan
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